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ABSTRAK

Kompetensi Pegawai negeri Sipil Dalam Pelayanan Kepegawaian
Di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa

Yulianus Nanne’
(nanneyulianus@gmail.com)
Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini berjudul Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan
Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa oleh Yulianus Nanne,
Hamka Hakim (Pembimbing I) dan Ida Zubaidah (Pembimbing I).

Maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kompetensi
Pegawat Negen Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa serta untuk
menganalisis bentuk pelayanan kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa.

Subyek penelitian adalah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa,
Sumber data terdin dari data pnmer dan data sekunder. Data primer diperoleh
dengan melakukan wawancara kepada narasumber dengan menggunakan panduan
wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dan literatur dan dokumen yang
berhubungan dengan kompetensi Pegawai Negen Sipil dan bentuk pelayanan
Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis data kualitatif.

Bahwa dalam penelitian menunjukkan kecakapan dalam layanan perlu
dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil kepada penerima layanan relatif berlangsung
baik,kemampuan yang dimiliki scbagai pelayan pegawai cukup memiliki
kemampuan melakukan komunikasi dengan baik kepada penerima pelayanan
berupa isi pesan mengenai kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan wewenang
aparatur yang berposisi sebagai seorang pelayan kepegawaian dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan berjalan secara cukup maksimal, wewenang
yang diberikan kepada pegawai sesuai kompetensi Pegawai Negeri Sipil, peneliti
dapat beranggapan relatif baik. Sedang bentuk pelayanan menunjukkan bahwa
tingkat transparansi cukup diketahw oleh setiap penerima layanan bagi pengguna
layanan, tingkat akuntabilitas menggambarkan bahwa prosedur pelayanan
kepepawaian yang ditetapkan merupakan keharusan untuk  dapat
dipertanggungjyawabkan, Sedangkan kondisional yang kami berikan dalam
pelayanan kepegawaian tetap nampak memegang prnsip efektif dan efisien dalam
kapasitas sebagai penyedia layanan terhadap pengguna layanan, Partisipatif
sebagai usaha mendorong partisipasi pegawai relatif terpenuhi dengan baik,
kesamaan hak cukup baik, keseimbangan hak dan kewajiban dimana pemernintah
daerah melalui aparatur Sekretariat Daerah dalam memberr pelayanan
kepepawaian, secara keseluruhan dan hal tersebut diatas relatif baik.

Kata Kunci : Kompetensi, Pegawai Negeri Sipil, Pelayanan, Kepegawaian
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ABSTRACT

Competence of Civil Servants in Civil Service
In the Regional Secretariat of Mamasa Regency

Yulianus Nanne’
(nanneyulianus@gmail.com)
Graduate Program
Open University

This research entitled Civil Servant Competency in Employment Service in
Mamasa District Secretariat by Yulianus Nanne, Hamka Hakim (First Counselor)
and Ida Zubaidah (Second Counselor).

The purpose and objectives of this study were conducted to analyze the
competence of Civil Servants in the Regional Secretariat of Mamasa Regency and
to analyze the form of personnel services in the Regional Secretariat of Mamasa
Regency.

The subject of research 1s the employee of the Regional Secretariat of
Mamasa Regency. The data source consists of primary data and secondary data.
Primary data were obtained by interviewing informants using interview guides,
while secondary data were obtained from literature and documents relating to the
competence of Civil Servants and the form of Civil Service in the Mamasa
District Secretariat. Data were analyzed by using qualitative data analysis.

Whereas in the research shows the skills in services need to be ownwed by
Civil Servants to service recipients relatively well, the service must be transmitted
to the recipient of the service is relatively good, the ability that is owned by the
employee has enough ability to communicate well to the recipient of service in the
form of message about the competence of Civil Servants and the authority
apparatus who plays as a staffing officer in carrying out duties and work runs
maximally, the authority given to employees according to the competence of Civil
Servants, researchers can think relatively well. While the form of service indicates
that the level of transparency is well known to every recipient of the service to the
service user, the level of accountability illustrates that the defined personnel
service procedure Is mandatory to be accountable, while the conditional we
provide in the employment service still appears to hold the principle of effective
and efficient in capacity as service providers to service users. Participatory as an
effort to encourage employee participation is relatively well fulfilled, equality of
rights quite good, balance of rights and obligations where local government
through the apparatus of the Regional Secretariat in providing employment
services, overall of the above is relatively good.

Keywords: Competence, Civil Servant, Service, Personnel
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BABIV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian

Melalui perjuangan panjang masyarakat sejak tahun 1958 untuk ingin
membentuk sebuah kabupaten baru akhirnya terjawab pada tahun 2002
Kabupaten Mamasa terbentuk secara administratif di saat masih berada dalam
wilayah pemerintahan Kabupaten Polewali Mamasa Provinsi Sulawesi
Selatan. Hal tersebut didukung regulasi mengenai pengesahan undang-undang
mengenal regulasi tentang berdirinya .suatu daerah otonom baru vyaitu
Kabupaten Mamasa. Tahun 2004 sctelah terbentuk dua kabupaten baru
sebagai bakal calon terbentuk Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang
ke-33 di Indonesia.

Dasar dibentuknya Sekretariat Daerah merupakan salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mamasa yang terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretanat Daerah dan Sekretariat Dewan
Kabupaten Mamasa, dimana penulis berusaha untuk menganalisis fokus
penelitian mengenai kompetensi pegawai negeri sipil dalam pelayanan
kepegawatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

Letak georgrafis Kabupaten Mamasa yang berada di daerah
pegunungan dengan di ketinggian antara 500 — 2.900 m dan permukaan faut
yang menyebabkan tingginya curah hujan yang turun setiap tahun, Kabupaten
Mamasa merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Barat

yang tidak mengenal musim kemarau, karena hujan turun setiap saat tanpa
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mengenal waktu sehingga tidak jarang menimbulkan bencara banjir dan
longsor. Hal ini yang menyebabkan daerah ini beriklim dingin dan
kelembaban udara yang cukup tinggi.

Kota Mamasa merupakan ibukota dan Kabupaten Mamasa yang
terletak di tengah-tengah wilayah pemerintzhan dengan jarak tempuh dan
Kota Mamuju sekitar 298 km yang merupakan ibukata Provinsi Sulawesi
Barat dapat dijangkau melalui kendaraan bermotor atau mobil dengan waktu
kurang lebih 7 — 8 jam. Kota Majene yang merupakan kota pendidikan
dimana berdiri 4 (empat) perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan
salah satunya adalah UPBJJ — UT Majene yang ada di Provinsi Sulawesi
Barat ke Kabupaten Mamasa jaraknya 148 Km. Sebapgai gambaran bahwa
Kabupaten Mamasa yang pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar
sebagal pusat perekonomian daerah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat
dengan jarak tempuh 98 km atau ditempuh dengan kendaraan sekitar 3 jam.

Ada beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Mamasa seperti
Wisata budaya Kuburan Tedong-tedong, perkebunan markisa dan tamariilo
dengan Agro Wisata yang terletak di Kecamatan Nosu, kolam renang dengan
menikmati air panas alam yang terletak dibeberapa lokasi. Buntu Liarrak
memberikan kenyamanan dan pemandangan bahwa kita seolah-olah berada di
negeri diatas awan, panorama alam yang indah dengan ditunjang oleh
beberapa air terjun yang sekarang sudah menjadi objek wisata dan acara
“rambu solok” atau pesta kematian yang menjadi tradisi turun temurun bagi

rakyat dan masyarakat Kabupaten mamasa sehingga pada tahun 2016
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Kabupaten Mamasa di pilih dan ditunjuk sebagai daerah destinasi wisata oleh
Pemerintah Provinst Sulawesi Barat.

Wilayah Kabupaten Mamasa pada saat terbentuk sebagai sebuah
kabupaten di tahun 2002 secara administratif telah memiliki sebanyak
sepuluh distrik, sehingga melalui perkembangan zaman dan kebutuhan akan
pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya berdomisili di daerah
pedalaman dan terpencil dan keramaian yang membutuhkan perhatian dan
pendekatan pelayanan dan pemerintah, maka dilakukan pemekaran wilayah
(kecamatan dan desa) dengan alasan untuk mendekatkan dan memudahkan
pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2007 - 2009 berdasarkan usulan
dari masyarakat, maka oleh pemenntah daerah dibentuk sebanyak 7 (tujuh)
kecamatan yang baru hasil pemekaran dan kecamatan induk, sehingga total
kecamatan yang ada dalam wilayah pemerintahan kabupaten ini sebanyak 17
(tujuh belas) wilayah kecamatan definitif sebagai berikut :

1. Kecamatan Balia,

2. Kecamatan Tawalian,

3. Kecamatan Sesenapadang,
4. Kecamatan Mamasa,

5. Kecamatan Tandukkalua,
6. Kecamatan Nosu,

7. Kecamatan Pana,

8. Kecamatan Mambi,

9. Kecamatan Bambang,

10. Kecamatan Rantebulahan Timur,
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11. Kecamatan Tabang,

12. Kecamatan Aralie,

13. Kecamatan Sumarorong,

14. Kecamatan Messawa,

15. Kecamatan Tabulahan,

16. Kecamatan Mehalaan, dan

17. Kecamatan Buntumalangka’.

Pada tahun 2018 ini pemerintah Kabupaten Mamasa didukung sebanyak 181
(seratus delapan puluh satu) desa’kelurahan dengan rincian 13 (tiga belas)
kelurahan dan 168 (seratus enam puluh delapan) desa.

Pertumbuhan penduduk yang ada di kabupaten ini sejak terbentuk dan
berdiri pada tahun 2002 sebesar 98.763 jiwa yang mengalami perkembangan
cukup besar yang tinggal dan menetap di wilayah ini, dan Kecamatan
Mamasa sebagai ibukota kabupaten merupakan wilayah yang terbanyak
penduduknya. Sesuai dengan data penduduk dari Dinas Kependudukan
Catatan Sipil Kabupaten Mamasa bahwa pada tahun 2016 sebanyak 154.927
Jjiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 78.193 jiwa dan perempuan sebanyak
76.734 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mamasa.

Wilayah Kabupaten Mamasa secara geografis berbatasan dengan:

- Kabupaten Mamuju pada bagian Utara

- Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di sebelah Selatan

- Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene di sebelah Barat

- Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tator dan Kabupaten

Tator Utara.
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Pada sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor andalan
Kabupaten Mamasa telah menghasilkan padi, kacang tanah, kacang hijau,
kacang kedelai, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan dari sektor
perikanan yang dikerjakan adalah jemis ikan air tawar (ikan mas dan nila),
tetapi tidak dipelthara secara khusus melainkan hanya dipelihara secara
tradisional di sawah meskipun hanya dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan akan lauk-pauk bagi petani. Pada sektor perkebunan yang
digalakkan dan dikembangkan di Kabupaten Mamasa adalab tanaman kopi
dan coklat yang pengelolaan lahan masih dilakukan secara tradisional oleh
para petani, akan tetapi dari hasil perkebunan tersebut sedah mampu
memenuhi kebutuhan hidup petani. Kabupaten Mamasa yang merupakan
salah satu daerah yanp menghasilkan hasil perkebunan berupa kopi di
Provinsi Sulawesi Barat mulai memberikan dampak positif dalam
memberikan pemasukan berupa Pendapatan Aslhi Daerah (PAD) dan
mengangkat nama Kabupaten Polewali Mamasa diwaktu itu sebagai
penghasil kopi yang berkualitas terbaik, sehingga banyak mengundang
pedagang dani daerah lain seperti Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten
Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja
Utara.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa
terdin atas :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hak Asasi Manusia

3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan
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4. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia
5. Asisten Bidang Pemerintahan, terdin atas :
a. Bagian Tata Pemenntahan, terdin atas :
1) Subbagian Pemerintahan Umum
2) Subbagian Bina Pemerintah Desa dan Kelurahan
3) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Daerah.
b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdin atas :
1) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM
2) Subbagian Pengkajian Produk Hukum
3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
¢. Bagian Humas dan Protokoler, terbagi atas -
1) Subbagian Informasi dan Pengaduan Masyarakat
2) Subbagian Protokoler
3) Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi
6. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdin atas :
a. Bagian Administrasi Perekonomian, terbagi menjadi :
1) Subbagian Analisis dan Pengembangan Perekonomian
2) Subbagian Kerja Sama Perckonomian
3) Subbagian Sarana Perekonomian
b. Bagian Pembangunan dan Energi, terbagi menjadi :
1) Subbagian Administrasi dan Pembinaan Pembangunan
2) Subbagian Energi dan Ketenagalistrikan
3) Subbagian Geologi

¢. Bagian Layanan Pengadaan terbagi menjadi :
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1) Subbagian Program dan Pelaporan
2) Subbagian Pembinaan dan kompetensi
3) Subbagian Pelelangan dan Pengaduan

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terbagi menjadi :
1) Subbagian Data, Evaluasi, dan Monitoring
2) Subbagian Pembinaan Pelayanan Keagamaan
3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat.

7. Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri atas :

a. Bagian Organisast dan Tatalaksana terdin atas :
1) Subbagian Tatalaksana
2} Subbagian Kelembagaan
3) Subbagian Kepegawaian dan Analisi Jabatan

b. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdin atas :
1) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan
2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
3) Subbagian Urusan Dalam dan Perwakilan

c. Bagian Keuangan, terbagi atas :
1) Subbagian Pembukuan
2) Subbagian verifikasi
3) Subbagian Anggaran.
B. Hasil

1. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa

Penggambaran hasit penclitian dilakukan dengan mengedepankan

factor yang mempengaruhi keberbasilan PNS di Mamasa dalam
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melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor yang berpengaruh
tersebut meliputi 3 (tiga) faktor yang berpengaruh. Hal tersebut adalah
kompetensi atau kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Ini sejalan
dengan pandangan Powell (1997) yang telah dikemukakan terdahulu.
Masing-masing faktor tersebut dalam hasil penelitian dapat dikemukakan
berikut ini.

a. Kecakapan

Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah pada
indikator penelitian ini berupa kecakapan pada kompetensi Pegawai
Negen Sipil sebagai informan yang bertugas pada Sekretariat Daerah.
Adapun data dan informasi yang penulis peroleh dan (BP) selaku
informan adalah :

“Kami dalam melaksanakan tugas memben pelayanan, sangat

memperhatikan kedudukan kami sebagai seorang yang pemberi

layanan kepada masyarakat, maka salah satu hal yang harus
dipenuhi adalah kecakapan berkomunikasi dalam memberikan
tayanan, selama ini kami membenkan layanan pegawai sebagai
upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetens
sumber daya manusia Sckretariat Daerah melalui pendekatan
kecakapan, karena melalui pendekatan kecakapan itu menjadi
salah satu syarat bagi kami sebagai implementor dapat
mengetahui tentang apa vyang harus dilaksanakan dan
dikerjakan, sehingga tujuan dan sasaran pelayanan publik harus
ditansmisikan kepada masyarakat di daerah.” (Hasil

Wawancara BP, Desember 2017).

Keterangan tersebut di atas diperkuat oleh hasil wawancara
dengan informan lainnya, yakm oleh MN vyang terpilih dan
menyatakan berikut ini :

“..untuk  menghadapi dan  meminimalistr  adanya

kesalahpahaman dalam memberikan pelayanan adalah

memperbaiki  kecakapan terutama  kecakapan  dalam
berkomunikasi antar pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten
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Mamasa, apabila terjadi masalah seperti itu maka salah satu

solusi pemecahannya adalah mengedepankan kecakapan dalam

komumikasi dan mencari akar permasalahnya schingga akan
mempermudah dan memperjelas pelayanan kearah tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai” (Hasil Wawancara MN,

Desember 2017).

Inilah  indikator yang diinginkan dalam mengetahui
kompetens:, karena sebagai salah satu hal yang mendasar dalam
pelayanan adalah bagaimana mengolah kecakapan itu menjadi suatu
hal yang nyata. Dibalik semua kompetensi berupa kecakapan dan salah
satunya adalah kecakapan berkomunikasi memberikan keberhasilan
dalam kompetensi Pegawal Negeri Sipil agar pegawai di Sckretariat
Daerah Kabupaten Mamasa dapat mengetahui tentang tugas dan
tanggung jawabnya. Ini berkaitan dengan lingkup kegiatan yang harus
dilakukan serta terhadap apa yang akan dicapai atau menjadi target
atau tujuan pelakaanaan tugasnya. Pada dipihak lain pengelolah
kecakapan dengan unsur pelayanan dapat ditransmisikan kepada
pegawai schingga akan meminimalisir kesalahan dalam melakukan
pelayanan. Jika tujuan dan sasaran dalam suatu pelayanan tidak jelas
maka memungkinkan terjadinya berbagai reaksi yang negatif dan
pthak yang berkepentingan. Berikut hasil wawancara dan informasi
yang penulis peroleh dari (HK) selaku informan adalah :

“.salah satu cara untuk mengurangi permasalahan dalam

bidang pelayanan, maka diperlukan kecakapan dalam

mclakukan komunikasi dan diskusi mengenai tuuan dan
sasaran yang ingin dicapai dalam kompetensi pegawai negeri
sipil di Sekretaniat Daerah sehingga dengan demikian tujuan
dan sasaran menjadi jelas, dan untuk mengurangi resiko

terjadinya resistenst dengan kelompok sasaran dalam hal ini
adalah masyarakat.” (Hastl Wawancara HK, Desember 2017).
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Keterangan di atas menunjukkan jika PNS pada Sekretariat
Daerah Mamasa, menyadari dan melaksanakan tugas dan tanggung
Jawabnya dengan membekali diri pada kecakapan tertentu.

b. Kemampuan

Kompetensi PNS pemerintah daerah pada indikator ini yang
berupa penguatan kemampuan pada kompetensi SDM aparatur pada
Sekretariat Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut
ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan dengan salah satu informan
terpilih, yakni ML yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelayanan kepada PNS di Mamasa, masih kami

rasakan adanya masalah yang belum optimal, Misal

keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya

adalah ketidakniampuan sehingga ke depan diusahakan adanya

peningkatan sumber daya manusia agar pekerjaan dalam hal
pemberian layanan dapat iebth efektif dan efisien.” (Hasil

Wawancara ML, Desember 2017).

Pandangan senada dikemukakan oleh informan lainnya yakni
oleh B. Dikemuakan bahwa :

“Tidak dapat dipungkin jika dalam pelayanan yang dilakukan

oleh rekan-rekan PNS di Sekretariat Daerah masih menyisakan

banyak masalah. Diantara masalah itu adalah kemampuan
berupa isi pesan dari kompetensi sumber daya yang dimiliki
secara khusus sumber daya manusia di Sekretariat Daerah
dalam pelayanan publik masih terbatas. Karena itu, kami
rasakan kurang mampu untuk mengantisipasi hal tersebut dan
harus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan dalam rangka

efektifitas pelayanan.” (Hasil Wawancara B, Desember 2017)

Kemampuan dimaksud dapat menjelma dalam berbagai hentuk.
Sejauh yang dapat diamati, keterbatasan kemamuan tersebut mencakup

sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor yang masih

mimim, dan sumber daya finansial yang terbatas. Sementara itu,
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kebutuhan pelayanan menunjukkan jika kemampuan adalah faktor
penting untuk kompetensi SDM agar efektif. Tanpa kemampuan
kebijakan yang maksimal, maka akan menyisakan banyak masalah di
lapangan. Hal tersebut dipertegas oleh informan lainnya yakni (D)
sebagaimana berikut ini.
*...untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan efektif, maka
surnber daya manusia menjadi solusi untuk dapat berkompetisi
dengan sesama pelayan publik, selain itu kemampuan finansial
juga menentukkan keberhasilan peningkatan kompetensi
sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa.” (Hasil Wawancara D, Desember 2017).
Penegasan di atas menunjukkan adanya kesadaran terhadap
pentingnya kemampuan PNS dan kemampuan finasial. Tetap fakta
penelitian mengungkap jika harapan atas kemampuan tersebut belum
dapat memenuhi ekspektasi para PNS.
¢c. Wewenang
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pemenintah daerah pada
indikator ini, berupa penguatan wewenang yang dilakukan dan
diberikan melalui kompetensi PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan (LT) terpilih
berikut ini :
“..untuk merealisasikan tugas dan wewenang yang
dilimpahkan oleh atasan yang berkompeten, karena kami
merasa bahwa tugas dan pekerjaan tersebut harus dilakukan
dan diwujudkan melalui pelayanan publik di Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa schingga kami termotivast untuk
melaksanakannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang
diberikan, salah satu aspek yang penting berupa wewenang
yang diberikan kepada PNS yang bertanggung jawab pada

tugas pokok dan fungsi organisasi. (Hasil Wawancara LT,
Desember 2017)
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Pandangan seperti di atas juga dikemukakan oleh informan
lainnya yakni AN yang menyatakan sebagai berikut :
“...posisi sebagai seorang pelayan publik, maka kami sadar
bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan
wewenang yang diberikan pimpinan harus dijalankan secara
maksimal, wewenang yang diberikan kepada pegawai
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi PNS dimana
dalam mewujudkan prosedur birokrasi yang rumit yang pada
gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel
dalam penerapan kompetensi PNS di Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa.” (Hasil Wawancara AN, Desember 2017)
Apabila aparatur memberikan atau mendelegasikan wewenang
kepada bawahan harus dijalankan dengan batk seperti yang ada di
lingkup Sekretariat Daerah sehingga periu menjadi penggarisan pada
perumusan kebijakan tersebut. Dalam kaitan itu, kedudukan pelaksana
kebijakan selaku implementor memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pelaksanaan suatu kebijakan di Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa. Kewenangan terscbut sanpat penting bapi setiap aparatur
dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena melalui
kewenangan yang dimiliki mereka dapat meningkatkan kinerja dan
kompetensi Pegawai negeri Sipil dalam mewujudkan dan menjalankan
pelayanan melalui standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
Melalui regulasi dan SOP yang sudah ditetapkan merupakan suatu
pedoman yang wajib dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan
tugasnya sebagai pelayan kepegawaran.
Pemyataan yang hampir sama disampaikan oleh informan

lainnya, yakni L yang menyatakan berikut ini :

“Sebagai upaya untuk mencapai keberhastlan pelayanan secara
efektif dan efisien kepada penerima layanan, maka para
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pemberi layanan harus mampu mengetahui tugas dan

wewenang yang menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam

melakukannya melalui kompetensi sumber daya manusia

Sekretariat Daerah di Kabupaten Mamasa berdasarkan atas

regulasi dan kebijakan dari pimpinan.” (Hasil Wawancara L,

Desember 2017}

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa para PNS di
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa menyadari betapa unsur
implemtor kebijakan pelayanan bagi PNS lainnya memiliki kedudukan
yang penting. Karena itu, aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh para

implementor juga sangat penting artinya.

2. Pelayanan Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tahapan dan
bentuk kebijakan dalam pelayanan kepegawaian di Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa. Hal tersebut meryuk pada Keputusan MENPAN
Nomor 63 Tahun 2003 yang menjabarkan asas pelayanan publik berupa
transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, equality (kesamaan
hak), dan equalibrum (keseimbangan hak dan kewajiban).
a. Transparansi
Salah satu bentuk dalam pelayanan kepegawaian di Sekretnat
Daerah Kabupaten Mamasa 1alah bersifat transparan atau terbuka. Ini
terkait karena pentingnya agar aktivitas pelayanan ini diharapkan dapat
terbuka dan diketahw oleh setiap penerima layanan. Untuk memudahkan
semua pihak mengetahui dan mengakses mengenai bentuk pelayanan
publik yang bersifat terbuka/transparan sehingga diharapkan bagi setiap

orgamsasi perangkat daerah menyiapkan jaringan informasi yang
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dibutuhkan masyarakat secara lengkap sehingga memungkinkan
masyarakat membuat keputusan secara rasional dan mengurangi
permasalahan yang mungkin timbul, sehingga pada fase tersebut dalam
penelitian dilakukan wawancara terhadap beberapa informan terpilih
dalam penelitan ini bahwa bentuk pelayanan kepegawaian di Sekretriat
Daerah Kabupaten Mamasa adalah bersifat terbuka. Sebagaimana hasil
wawancara dengan informan (LT) terpilih berikut ini ;
“..salah satn bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh
kantor kami sepantiasa transparan atau terbuka dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal im1 kami
lakukan untuk meredam tanggapan bahwa kami tidak mau
terbuka dalam hal regulasi pelayanan di kantor kami.” (Hastl
Wawancara LT, Desember 2017)
Hal yang sama disampaikan oleh (AN) salah seorang informan
dari hasii wawancara sebagai berikut :
“...keterbukaan adalah prinsip kami dalam memberikan layanan
kepada publik, hal inilah yang mungkin menjadi motivasi kami
untuk senantiasa melakukan keterbukaan dalam memberikan
layanan kepada masyarakat berdasarkan aturan dan regulasi
vang berlaku selama ini sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya.” (Hastl Wawancara AN, Desember 2017)
Aktivitas pelayanan kepegawaian diharapkan bersifat terbuka
yang artinya gampang dibuka oleh pegawai negeri sipil di dalam
organisasi perangkat daerah agar mampu menyiapkan menengai hal-hal
yang mungkin diharapkan oleh publik dan terpercaya melalui bahan-
bahan atau data yang dibutuhkan, maka proses yang dilakukan untuk

melaksanakan kebijakan dan perintah pimpinan mengena: pelayanan

publik mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan
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kebijakan dan regulasi yang berlaku. Pandangan yang hampir sama

dikemukakan oleh salah satu informan terpilih yakni L berikut ini :
“Dalam pandangan kami bahwa untuk merealisir pelayanan
kepegawaian yang transparan, maka para pelaksana atau petugas
di lapangan hendaknya mengetahui apa yang harus dilakukan,
dan juga mempunyai kemampuan untuk mengetahui bagaimana
prinsip keterbukaan ini menjadi sesuatu yang pasti dan sekaligus
sebagai SOP yang menjadi pedoman bagi para implementor
dalam bertindak dan mewujudkan impiementasi pelayanan
kepegawaian yang poma di Sekretariat Daerah di Kabupaten
Mamasa.” (Hasil Wawancara L., Desember 2017)
Keterangan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa

dalam pelayanan kepada para PNS, aspek-aspek pengetahuan, dan

kemampuan para implementor sangat penting dipersiapkan.

b. Akuntabilitas

Salah satu bentuk dalam pelayanan kepegawaian di Sekretriat
Daerah Kabupaten Mamasa adalah akuntabilitas, yaitu kepatuhan
terhadap apa yang menjadi penggarisan internal organisasi Sekretariat
Daerah, dan sekaligus memenuhi kebutuhan dan PNS selaku publik
yang dilayani. Terhadap hal tersebut, hasil penelitian menunjukkan para
informan yang terpilih memben keterangan menunjukkan bahwa
indikator ini maka pelayanan kepegawaian daerah berupa akuntabilitas
yang dilakukan pada pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, telah dilakukan dengan berbagai
keterbatasan yang menyertatnya.

Hal tersebut juga dapat disimak dari hasil wawancara dengan

informan (LT) terpilih sebagaimana berikut ini:
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“Dalam pengamatan kami, dari berbagai hal yang menjadi
perhatian pihak Seckretariat Daerah, salah satu formulasi
kebijakan pelayanan kepegawaian yang dibentuk pemerintah
daerah selama ini adalah akuntabilitas sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP). Ini ditetapkan sesuai dan regulasi

yang berlaku.” (Hasil Wawancara LT, Desember 2017)

Hal senada juga dikemukakan oleh salah satu informan
penelitian, yakni oleh (AN) yang menyatakan bahwa -

“Perumusan kebijakan akuntabilitas dalam pelayanan kepada

para PNS di Mamasa menjadi patron atau gambaran yang

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan regulasi serta Standar

Oprasional Prosedur (SOP) pelayanan pegawai pemerintah

daerah berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku selama ini

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.” (Hasil Wawancara

AN, Desember 2017)

Terhadap prosedur pelayanan PNS yang ditetapkan sebagaimana
tertuang dalam SOP, harus dapat dipertanggung-jawabkan dengan
mempertimbangkan setidaknya dua hal. Pertama harus berdasarkan
regulasi yang mengatur, kedua berdasar pada nilai etika dan adat
istiadat (kultur) setempat sechingga formulasi kebijakan kompetensi
SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dalam upaya memberikan
bentuk pelayan kepegawaian secara akuntabilitas atan dapat
dipertanggungjawabkan.

Demikian yang keterangan dikemukakanman (L} sebagai hasil

wawancara scbagai berikut

“..sesuai dengan regulasi yang ada bahwa proses pelayanan

kepegawaian dengan menerapkan akuntabilitas menjadikan

pelayanan di kantor kami sudah biasa dipertanggungjawabkan

berdasarkan aturan vyang berlaku.” (Hasil Wawancara L,
Desember 2017)
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Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya konsep
akuntabilitas dalam konteks pelayanan kepada PNS, merupakan hal
yang sudah sering digunakan oleh aparatur Sekretariat Daerah.

¢. Kondisional

Salah satu bentuk pelayanan kepegawaian di Sekretriat Dagrah
Kabupaten Mamasa adalah kondisional, yang artinya akan disesuaikan
dengan situasi, kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima tayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Pada fase
tersebut, telah dilakukan wawancara dengan beberapa informan
penelitian, sebagaimana terlihat pada indikator ini maka bentuk
pelayanan publik berupa kondisional di Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, dapat dipahami dengan
memperhatikan wawancara dengan informan (LT) terpilih berikut ini :

“..bentuk pelayanan publik dengan kondisional adalah salah

satu cara dalam pelayanan publik yang kami berikan dalam

pelayanan publik dengan tetap memegpang pada prinsip efektif

dan efisien.” (Hasil Wawancara LT, Desember 2017)

Keterangan yang demikian itu, juga disampaikan oleh oleh (AN)
sebagai salah seorang informan yang terpilih, sebagaimana berikut ini ;

“...twyuan diperlukannya pelayanan publik dengan menerapkan

kondisonal adalah salah satu cara kami memberikan pelayanan

kepegawaian yang tidak keluar dari prinsip pelayanan yang
sudah berjalan secara efektif dan efesien.” (Hasii Wawancara

AN, Desember 2017)

Selanjutnya dalam pelayanan publik melafui bentuk kondisional

adalah kemampuan pemben dan penertma pelayanan publik

mensyaratkan bahwa aparatur dapat memberikan pelayanan dengan
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tetap berpegang pada prinsip efektif dan efisien sebagaimana
disampaikan oleh informan terpilih (L) berikut ini :
“...beberapa tahun terakhir ini, pergeseran layanan publik tidak
semata-mata mengandalkan layanan biasa saja, namun model
kondisional dalam pelayanan publik mengisyaratkan bahwa
kami mampu membenikan pelayanan dengan efektif dan
seefesien mungkin kepada publik atau masyarakat. Itulah wujud
dari layanan pubitk yang sesungguhnya.” (Hasil Wawancara L,
Desember 2017)
d. Partisipatif
Salah satu bentuk pelayanan kepegawaian di Sekretriat Daerah
Kabupaten Mamasa adalah mendorong agar dapat menumbuhjan peran
serta atau partisipast dari masyarakat atau pihak-pihak terkait
sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam
layanan kepegawaian perlu memperhatikan akan keperluan dan
kepentingan yang schubungan dengan administrasi kepegawaian dari
aparatur itu sendirt, sehingga dari hasil pertemuan dan hasil wawancara
dengan informan yang menyatakan bahwa bentuk pelayanan
kepegawaian di Seckretariat Daerah Kabupaten Mamasa adalah
partisipatif. Ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan (LT)
melalui hasil percakapan dengan penulis adalah :
“..model dari layanan kepegawaian dilakukan di Sekretariat
Daerah scnantiasa sesuai dengan regulasi dan kebutuhan yang
bersifat partisipatif dalam memberikan pelayanan sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki, hal tersebut kam lakukan untuk
mendorong partisipasi aktif dant masyarakat dalam membantu
pemerintah mewujudkan pelayanan publik  sesuai  dengan
kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu sendin. ltulah

motto kami dalam mewwyudkan harspan pimptnan dan
organisasi.” (Hasil Wawancara LT, Desember 2017)
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Demiktan pula, hal yang hampir sama disampaikan oleh (AN)
salah seorang informan yang terpilih sebagai berikut :

“...tidak dapat dipungkiri bahwa partisipatif dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini kami lakukan

untuk mendorong partisipasi aktif dalam membantu pemerintah
mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan
pengguna layanan yang merujuk pada aturan main atau regulasi
yang berlaku selama ini.” (Hasil Wawancara AN, Desember

2017)

Dengan aktivitas pelayanan kepegawaian diharapkan bersifat
partisipatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga
hal ini aparatur sebagai pelaksana harus mempunyai kompetensi sumber
daya manusia untuk mengetahui bagaimana prinsip partisipatif menjadi
sesuatu yang pasti dalam mewujudkan pelayanan yang sesuai keinginan
masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku. Demikian juga
dikemukakan oleh informan terpilih (L) berikut ini :

“ _kami yakin bahwa dalam melaksanakan dan merealisir
pelayanan kepegawaian yang partisipatif, maka para pemberi
layanan tidak mengetahui apa yang harus dilaksanakan, tetapt
kami harus mempunyai kompetensi sumber daya manusia untuk
mengetahui bagaimana prinsip partisipatif ini menjadi sesuatu
yang pasti dan sckaligus sebagai pedoman bagi kami dalam

mewujudkan pelayanan yang diinginkan masyarakat di

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa berdasarkan aturan yang

berfaku.” (Hasil Wawancara L, Desember 2017)

Keterangan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa
partisipasi berbagai pihak tetap diperlukan. Namun scringkali cara
untuk menumbuhkan partisipasi berbagai pihak dalam pelayanan

kepada PNS masih menemui berbagai kendala.

e. Equality (Kesamaan Hak)
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Salah satu bentuk pelayanan publik di Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa adalah kesamaan hak yang artinya tidak
diskriminatif dalam pelayanan seperti tidak membedakan suku, agama,
ras, gender, golongan dan status ekonomi, sehingga dalam penelitian ini
telah dilakukan wawancara kepada informan terpilih sebagaimana
terhhat pada indikator ini, bahwa pelayanan publik berdasarkan
kesamaan hak dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.
Sebagaimana hasil wawancara dengan informan (LT) terpilih berikut
ini;

“_..pelayanan publik yang diberikan berdasarkan kesamaan hak

tanpa disknminatif adalah wujud pelayanan yang diberikan dan

diterapkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa sehingga
slapapun orangnya, agamanya, sukunya dengan senantiasa kami
memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip
kesamaan hak dan regulasi yang berlaku.” (Hasil Wawancara

LT, Desember 2017)

Hampir senada dengan keterangan tersebut, juga dikemukakan
oleh {AN) salah seorang informan yang terpilih berikut ini :

“...azas kesamaan hak dalam pelayanan publik adalah suatu azas

yang muha, itulah sebabnya sehingga kami mengedepankan

kesamaan hak dalam memberikan pelayanan yang maksimal
sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan mengedepankan
pelayanan dengan rasa kekeluargaan” (Hasil Wawancara AN,

Desember 2017)

f Equalibrum (Keseimbangan Hak dan Kewajiban)

Salah satz bentuk lain dalam pelayanan kepegawaian di

Sekretriat Daerah Kabupaten Mamasa adalah penyelia layanan dan

mercka yang menerima layanan harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak, sehingga pada penelitian yang dilakukan, penulis

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43582 pof

melakukan wawancara terhadap beberapa informan terpilih
sebagaimana terlihat pada indikator ini, bahwa pelayanan publik
berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban dilakukan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Sebagaimana hasil wawancara
dengan informan (LT) terpilih berikut ini :

“...dalam usaha memberikan pelayanan publik di kantor, maka
hal yang penting harus kami perhatikan adalah berempati
dengan yang dilayani artinya kami berusaha melayani dengan
baik, senyum dan bersahaja sehingga kebutuhan pelayanan
dapat sesuai dengan keinginan masyarakat dengan berpedoman
dengan aturan yang berlaku. Dengan berpedoman kepada
standar operasional prosedur, maka yang kami lakukan dengan
berusaha memberikan layanan dengan cepat dan tepat, sehingga
hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuh: bila mereka
dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya,
[tulah bentuk Jayanan yang kami lakukan di Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa.” (Hasil Wawancara LT, Desember 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh (L) salah seorang informan
yang terpilih berikut ini :
*“...salah satu cara untuk mewujudkan pemberi dan penerima
pelayanan publik adalah pegawai yang bertugas sebagai pelayan
publik pada bagian-bagian yang ada di Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa harus dapat berempati dengan masyarakat
sebagai penerima layanan, kemudian petugas layanan harus
memiliki kompetensi dan profesional dalam melayani publik
sehingga bagi yang menerima layanan merasa bahwa mereka
dapat menenima pelayanan yang baik dan tepat waktu. (Hasil
Wawancara L, Desember 2017)
Memang patut dikedepankan sebagaimana keterangan di atas,
bahwa penerima layanan sesungguhnya tidak hanya memperhatikan
keterampilan para pemberi layanan, melainkan juga respon prilaku yang

dapat berbentuk empati, kehangatan dan sejenisnya juga sangat penting

bagi kebanyak penerima layanan.
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C. Pembahasan
Terhadap data-data yang telah dikemukakan, pembahasannya dilakukan
dengan menggambarkan data-data tersebut dan diikutt dengan analisis yang
dihubungkan dengan pandangan-pandangan teoritis yang telah dikemukakan.
Penggambaran dan analisis tersebut dapat dikemuakakan berikut ini.

. Kompetenst Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah di
Kabupaten Mamasa

Pada bagian pendahuluan telah ditekankan bahwa fokus penelitian
yang dilakukan terletak pada dua hal. Pertama, yakni untuk mengetahui
komptensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretaniat Daerah Kabupaten
Mamasa dalam memeben pelayanan, dan yang kedua yakmi untuk
mengetahui bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dalam memenuhi kebutuhan aparatur di daerah ini.

Kompetensi pegawai negeri sipil adalah merupakan hal yang
sangat penting dalam melakukan dan melaksanakan suatu tugas dan
pekerjaan di instanst atau kantor pemerintah seperti Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa. Dengan kompetensi pegawai negen sipil harus
dimiliki oleh setiap pelaksana layanan karena merupakan salah satu kunci
keberhasilan instanst bila dalam memberikan layanan tidak ada atau
kurangnya masalah yang timbul.

Untuk menggambarkan hasil penelitian ini, maka penulis
mengajukan 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan
kompetensi PNS Sekretartat Daerah di Kabupaten Mamasa. Merujuk
kepada pandangan Powell bahwa ketiga vartabel kompetensi tersebut

adalah : (1) kecakapan, (2) kemampuan, dan (3) wewenang.
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a. Kecakapan

Berbicara mengenai kecakapan, maka konsep ini dapat
dihubungkan dengan manusia adalah makhluk sosial, tentunya memiliki
kecakapan yang diwujudkan melalui interaksi hubungan antar manusia
dengan yang lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk aspek kompetensi
Pegawai Negeri Sipil (PNS), disadari jika hal int sangat penting Malah
kompetensi tersebut dapat ditelusuri pada kecakapan PNS, kemampuan
mereka, dan ketersediaan wewenang untuk memben layanan,

Dan hasil wawancara terhadap beberapa informan, dapat ditarik
kesimpulan jika dimensi kecakapan PNS im telah menjadi kesadaran
kolektif di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa jika
memang sangat diperlukan. Artinya bahwa para aparatur memandang
jitka mereka tidak dapat berbuat banyak dalam memberi pelayanan
tanpa ditopang dengan kecakapan.

Kesadaran yang demikian ini sesungguhnya telah menjadi basis
vang kuat bagi level pimpinan untuk memperkuat kompetensi PNS di
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, karena dengan kesadaran yang
demikian 1tu, para PNS relatif mudah untuk dibina. Hal tersebut
nantinya bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, studi
banding, atau dalam bentuk pembelajaran lainnya. Masalahnya
kemudian, apakah kebijakan Pemerintah Daerah nantinya memben
ruang yang memadai bagi pengembangan kecakapan dan para PNS

tersebut.
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Kesadaran akan pentingnya kecakapan ini antara lain bersumber
dari pandangan yang juga tumbuh secara kolektif bahwa pemberian
pelayanan yang baik di lingkungan Seckretariat Daerah Kabupaten
Mamasa hanya dapat tegadi apabila diikuti dengan terpenuhinya
prasyarat kecakapan ini. Ini berarti bahwa dalam persfektif kultur
organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa,
tumbuh pandangan jika faktor kecakapan bagi PNS dalam memberi
pelayanan merupakan sesuatu yang menjadi keharusan.

Bentuk kecakapan yang lebih mendapat perhatian bagi PNS di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa adalah kecakapan
berkomunikasi. Perhatian tersebut boleh jadi didorong oleh lingkungan
kerja mereka yang memang menghendaki kecakapan berkomunikasi ini
harus dikedepankan.

Pandangan teoritis juga membenarkan )ika kecakapan
berkomunikasi ini penting dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, karena
dengan basis kecakapan berkomunikasi ada banyak hal di dalam
pemberian pelayanan yang dapat terbantu. Misal dalam menyampaikan
pesan-pesan layanan, dalam menangkap usulan atau keluhan penerima
layanan, dan dalam mendiskusikan pelaksanaan tugas layanan pada
intcmal organisasi pemerintah dacrah,

Selain kemampuan berkomunikasi, hasil wawancara menunjuk-
kan jika aspek kecakapan dalam mendiagnosis masalah-masalah yang
dihadapi juga sangat penting. Ini tentu terkait dengan fakta bahwa

penerima layanan yang diberikan oleh PNS di lingkungan Sekretariat
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Daerah Kabupaten Mamasa memiliki latar belakang yang beragam,
baitk organisasi perangkat daerah (OPD) tempat mereka bekerja,
maupun latar pendidikan, serta pangkat dan golongannya.

Kemampuan mendiagnosis masalah layanan juga dibutuhkan
dalam hubungan dengan dinamika dan perkembangan kebijakan di
lingkungan pemerintahan dengan situasi dan kondisi PNS yang
dilayani. Perkembangan yang demikian itu sangat berpotensi
menimbulkan pandangan atau penafsiran yang berbeda di kalangan
pemberi layanan, dan penerima layanan.

Dalam situasi yang demikian itu, kemampuan mendiagnosis
masalah akan sangat membantu. Paling tidak menemukan akar dar
masalah yang dihadapi, dan cara penyelesaiannya. Kecakapan yang
demikian ini tentu akan banyak membantu di dalam mengoptimalkan
pemberian layanan bagi PNS di Kabupaten Mamasa.

Faktor kecakapan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa juga dapat berkembang karena didukung oleh iklim
kerja yang demokratis, Ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan
informan yang menyatakan jika terdapat kebiasaan di lingkungan
kerjanya mendiskusikan apa yang sebaiknya dilakukan dalam merespon
kebutuhan PNS yang dilayani.

klim demokratis yang demikian itu memang dibutuhkan pada
organisasi yang memben perhatian pada kultur pembelajaran. Dengan
sering mendiskusikan apa yang berkembang di dalam organisasi, seperti

halnya di lingkungan Sekretanat Daerah Kabupaten Mamasa, maka
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dapat tercipta iklim pertukaran pengalaman, pandangan dan keahlian
antara satu orang dengan yang lainnya. Iklim ini tentu dapat
menstimulan peningkatan kecakapan para aparatur dalam melaksanakan
pekerjaan mereka.

b. Kemampuan

Dimensi kedua dari kompetensi adalah kemampuan, Dari data
yang dikumpulkan, ternyata dimensi int belum dimiliki dengan baik
oleh Pegawai negeri Sipil di {ingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa. Keterbatasan kemampuan tersebut terungkap pada dua hal.
Pertama yakni pada keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan
tertentu, dan kedua pada kesulitan menangkap pesan-pesan pelayanan.

Keterlambatan dalam  melaksanakan kegiatan  tersebut
bersumber dari beberapa sebab, diantaranya bahwa PNS belum
maksimal mengkoordinasikan antara satu bagian pekerjaan dengan
bagian lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam kegiatan. Akibatnya
mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan,
seperti lazimnya dalam satu kegiatan, terdapat bagtan-bagian pekerjaan
yang saling terkait yang harus dikoordinasikan antara satu dengan yang
lainnya. Hal ini yang belum dapat dibangun dengan baik.

Demikian halnya dalam melaksanakan pelayanan, umumnya
kepada ASN dibeni informasi yang mercka perlukan sebagai pesan-
pesan yang harus dipahamm dan digunakan dalam pelaksanaan
pelayanan. Ternyata, kelaziman yang demikian itu juga masih

bermasalah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.
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Kesulitan dalam menangkap pesan-pesan pelayanan ini dapat
bersumber dari berbagai macam situasi dan kondisi. Boleh jadi karena
pesan-pesan pelayanan tersebut memang cukup kompieks sehingga
dibutuhkan penyederhanaan atau cara penyanpaian yang sesuai.
Kemungkinan yang lain dapat bersumber dari padatnya tugas dan
pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelayanan, schingga mereka
mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi pada tugas pelayanan
tertentu. Tenfu masih terbuka kemungkinan lainnya yang menjadi
penyebab sulitnya pesan-pesan pelayanan ini dipahami oleh para aparat
pelaksana pelayanan.

Terhadap sitausi dan kondisi yang menjadi penyebab tersebut
scbaiknya memang didalami dengan cemmat di level pimpinan Tidak
hanya sampai di situ, melainkan yang lebih penting lagt adalah
melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Dengan cara
demikian ini, diharap dapat meminimalisir efek negatif pelayanan yang
ditimbulkan, atau dengan kata lain dapat meningkatkan kualitas
pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

¢. Wewenang
Aspek kompetensi dalam pelayanan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Seckretariat Daecrah Kabupaten Mamasa dapat berjalan
dengan baik karena didukung oleh pemherian wewenang yang memadat
bagi aparat pelaksana layanan. Hasil wawancara menunjukkan jika
apara pemberi layanan merasakan bahwa mereka memperoleh ruang

kewenangan yang cukup dalam bekerja.
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Kompetensi pegawai negeri sipil pemerintah daerah pada
indikator ini adalah berupa penguatan wewenang yang dilakukan pada
kompetensi PNS Sekretaniat Dacrah Kabupaten Mamasa. Hal tersebut
juga telah dijelaskan oleh seorang informan bahwa untuk mengerjakan
suatu pekerjaan sesuai dengan perintah atasan yang berkompeten,
karena penyelenggara merasa bahwa tugas dan pekerjaan tersebut
harus dilakukan dan diwujudkan melalui pelayanan kepegawaian di
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa schingga pegawai termotivasi
untuk melaksanakannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang
diberikan. Olehnya itu, salah satu dan aspek struktur yang penting di
Sekretartat Daerah Kabupaten Mamasa adalah adanya prosedur
operasional yang standar atau lebih dikenal dengan standar
operasional prosedur (SOP), karena dengan adanya SOP dan regulasi
yang ada.

Pemberian kewenangan yang demikian itu tentu tidak hadir
secara serta merta, melainkan didasari oleh pertimbangan-
pertimbangan tertentu.Biasanya pertimbangan yang dikedepankan
adalah tersedianya aturan main vyang tersedia di lingkungan
pemerintahan dapat berupa petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan
yang paling mutakhir dalam bentuk Stundar Operasional Prosedur
(SOP). Rupanya pada Seksretaniat Dagrah Kabupaten Mamasa, aparat
diperlengkapi dengan SOP dimaksud.

Dengan SOP aparat memiliki panduan di dalam melaksanakan

pekerjaan mereka. Tampaknya hal tersebut cukup membantu bagi
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mereka. Sepertt yang terungkap dalam wawancara bahwa dengan
adanya SOP di lingkungan Sckretariat Daerah Kabupaten Mamasa,
maka PNS dapat memperbaiki penyelenggaraan pelayanan yang
dilakukan, tidak hanya itu — melainkan juga merecka mematuhi SOP
tersebut sehingga resiko yang mungkin timbul bisa lebih kecil.

Pemberian kewenangan yang dikemukakan juga harus sejalan
dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparat. Tampaknya bagi
aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, hal ini telah
terpenuhi. Karena itu, pada level pimpinan berpandangan bahwa
antara SOP yang telah ditetapkan dengan kompetensi aparat sudah
memiliki kesesuain dan dianggap ini hal tersebut dapat menciptakan
pelayanan prima di Sekretanat Daerah Kabupaten Mamasa.

Namun demikian tetap perlu diben catatan bahwa penetapan
SOP dan ketersediaan aparat pelayanan yang kompeten, tidak harus
menjadi alasan untuk membiarkan pelayanan yang dilakukan lepas
kendali. Artinya, SOP dan ketersediaan aparat yang kompeten tersebut
tetap harus diiukuti dengan evaluasi dan pengendalian atas pelayanan
yang diberikan, dan sebaiknya int dilakukan secara simultan.

Dengan evaluasi dan pengendalian tersebut, maka terhadap
potensi terjadinya bias atau penyimpangan pelaksanaan layanan
sebagaimana yang diatur di dalam SOP itu dapat selalu dideteksi dan
diketahui, sehingga langkah-langkah perbaikannya juga bisa segera
dilakukan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dengan memasukkan

instrumen evaluasi dan pengendalian pada pelayanan yang merujuk
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pada SOP dan dengan aparat yang kompeten, maka pelayanan yang
diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dapat terus
terjaga frekwensi dan mutunya.

Salah satu keberhasilan kompetensi PNS Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa pada variabel ini adalah wewenang artinya dengan
adanya tugas dan wewenang aparatur yang berposisi sebagai seorang
pelayan publik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan
wewenang yang diberikan pimpinan harus dijalankan secara maksimal,
wewenang yang diberikan kepada pegawai diharapkan dapat
meningkatkan kompetensi PNS dimana dalam mewujudkan
mekanisme, tahapan pemenntah mengenai kompetenst PNS di
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

Wewenang di Sekretaniat Daerah Kabupaten Mamasa dibuat
berdasarkan pengelompokkan daftar pekerjaan dari fungst dan jabatan
tertentu, namun di pihak lain hal tersebut juga dapat bertindak sebagai
acuan untuk membuat daftar pekerjaan dan proses kegiatan kerja harian
yang dilakukan oleh pegawai berdasarkan peranan dan fungsi
jabatannya, karena dengan wewenang fersebut akan tergambar secara
jelas pembagian wilayah, pekerjaan, peran dan tanggung jawab dari
masing-masing pegawai. Dengan demikian dapat menjadi lebih teratur

dalam menjalankan kegiatan operasional.

2. Pelayanan Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa
Poin selanjutnya adalah bentuk dan pelayanan yang dibenkan oleh

Pegawai Negeri Siptl di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
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Mamasa. Terhadap hal ini, dari berbagai wawancara yang dilakukan dapat

kemudian dianalisis dengan melihatnya dari persfektif transparansi,

akuntabilitas, kondisional, partisipasi, dan kesamaan hak yang juga

dijadikan sebagai rujukan teoritis penelitian.

a. Transparansi

Dan sudut pandang transparansi, hasil wawancara menunjukkan
Jika aspek ini mengemuka dalam pelayanan yang diberikan oleh PNS di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Jika hasil
wawancara tersebut disederhanakan, maka setidaknya terdapat empat
hal yang dapat dianalisis sebagai isi dan transparansi sebagai bentuk
pelayanan vang diberikan. Keempat hal dimaksud adalah komitmen
menjaga keterbukaan, merespon kebutuhan pihak yang dilayani,
menjadikan keterbukaan sebagai prinsip layanan, dan tekanan pada
keharusan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para pemben
layanan.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberi layanan atau

PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dalam menjalankan
tugasnya, selalu berusaha menjaga keterbukaan kepada PNS yang
dilayani. Sikap yang demikian ini selain telah diatur di datam SOP, juga
tumbuh kesadaran di kalangan PNS Sekretanat Daerah Kabupaten
Mamasa bahwa pada era digital sekarang ini agak sulit rasanya jtka
kepada penerima layanan ada hal yang ditutupi, karena mereka bisa

mengaksesnya melalui berbagai media.
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Selatn itu, tampak bahwa aparat PNS Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa menyadari jika perkembangan pelayanan
pemerintahan saat ini memang harus disertai dengan keterbukaan
sebagai bagian dari tatakelolah pemerintahan yang baik atau Good
Governance. Tanpa cara yang demikian, mereka dengan mudah dapat
dikomplain, atau dikritik oleh penerima layanan, karena dianggap tidak
terbuka dan tidak menerapkan salah satu prinsip dari Good
Gonvernance.

TransparansASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa juga terasa pada cara mereka merespon kebutuhan PNS yang
dilayani yang memang dilakukan secara terbuka. Cara yang demikian
itu dimungkinkan tumbuh dan terpelihara karena tercipta pemahaman
atas SOP yang dipedomani. Juga berkemungkinan oleh kesadaran
bahwa dengan cara terbuka merespon kebutuhan PNS yang dilayani,
justru memudahkan mereka dalam bekerja.

Terlepas dan faktor-faktor yang menjadi motif dan keterbukaan
merespon kebutuhan yang dilayani tersebut, fakta yang menarik
dikedepankan bahwa bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa, telah menjadikan transparansi sebagai sebuah
metode yang efektiv dalam memberikan pelayanan, dan bentuknya
terwujud pada keterbukaan respon atas kebutuhan pihak yang dilayani.

Dari pengalaman yang demikian itu, hasil wawancara
menunjukkan jika kemudian para PNS di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Mamasa menjadikan transparansi sebagai prinsip yang
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penting dipedomani dalam melakukan pelayanan. Pernyataan
pandangan yang demikian itu tentu tidak bersifat spontan, melainkan
tercetus atan menjadi pandangan bersama karena dirasakan ada
manfaatnya bagi mereka. Dengan demikian, transparansi dalam
pemberian pelayanan akan menjadi kultur di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Mamasa.

Bentuk pelayanan kepegawaian pada fase tersebut di atas, telah
dilakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih dalam
penelitian, maka bentuk pelayanan bagi pegawai di Sekretanat Daerah
Kabupaten Mamasa adalah bersifat terbuka. Bentuk pelayanan publik
yang dilakukan secara transparansi atau terbuka dalam memberikan
pelayanan kepada pegawai, hal ini dilakukan untuk meredam tanggapan
bahwa keterbukaan dalam hal regulasi pelayanan sehingga bagi yang
mau menerima layanan tidak merasa was-was tentang pelayanan
tersebut, Demikian pula transparansi dalam pelayanan pegawai yang
telah dikemukakan responden bahwa keterbukaan adalah prinsip dalam
memberikan layanan kepada pegawai yang mungkin menjadi mottvasi
untuk senantiasa melakukan keterbukaan dalam membenkan pelayanan
kepada kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
tidak mengindahkan etika sosial kemasyarakatan.

Jadi aktivitas pelayanan bagi pegawai diharapkan transparan
yang artinya gampang dibuka dari semua elemen masyarakat dan
pegawai negenl sipil sehingga organisasi perangkat daerah diharapkan

mampu menyiapkan data dan informasi yang diharapkan pegawat dapat
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utuh dan terpercaya melalui bahan-bahan atau data yang dibutuhkan,
maka proses yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan dan
perintah pimpinan mengenai pelayanan publik mempunyai pengaruh
yang cukup besar terhadap pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang
berlaku. Secara khusus juga dalam operasionalnya untuk mengukur
tingkat transparansi dalam mewujudkan pelayanan bagi pepawai yang
transparan, maka para pelaksana atau petugas di lapangan hendaknya
harus mengetahui tindakan yang harus dilakukan, bagaimana prinsip
keterbukaan ini menjadi sesuatu yang pasti dan sckaligus sebagai
standard operasional yang menjadi pedoman bagi setiap pelaksanan
layanan dalam bertindak dan mewujudkan implementasi pelayanan bagi
pegawai di Sekretariat Daerah di Kabupaten Mamasa.
b. Akuntabilitas

Selain transparansi, dalam pemberian layanan oleh Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa juga
mengemuka cara yang menekankan akuntabilitas. Setidaknya ada dua
hal yang bisa ditarik dari wawancara yang dilakukan yang mengandung
tekanan akuntabilitas di dalamnya Pertama bahwa pelayanan yang
menekankan akuntabilitas tersebut memang menjadi araban SOP yang
dirujuk, kemudian yang kedua bahwa dengan akuntabilitas dapat
memudahkan PNS dalam bekerja.

Penjelasan yang demikian itu dapat menjadi petunjuk terhadap
kepastian atas cara pelayanan yang diberikan dengan menekankan

akuntabilitas. Jika diatur atau setidak-tidaknya menjadi semangat dt
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dalam SOP, maka pelaksanaan layanan yang merujuk pada SOP akan
terlaksana dengan cara yang bertanggung jawab. Bentuk dari tanggung
jawab tersebut dapat menjelma pada kualitas layanan, ketepatan waktu,
atau bentuk-bentuk lainnya.

Demikian juga jika berkembang pandangan bahwa cara
pelayanan yang akuntabel akan memudahkan bagi aparat PNS pemberi
layanan, maka pandangan ini akan menjadi pilihan. Hal tersebut terkait
dengan pertlaku PNS yang umumnya menghendaki cara maupun resiko
yang memudahkan dibanding dengan memilih cara atau resiko yang
menyulitkan.

c. Kondisional

Bentuk lainnya dari cara pelayanan yang diberntkan oleh PNS di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa adalah sifatnya vang
kondistonal. Dart hasil wawancara yang mengemuka dalam penelitian
ini, sifat kondisonal ini muncul pada pelayanan yang mempertimbang-
kan situasi dan kondisi. Selain itu, pelayanan yang dibenkan
memperhatikan atau menjaga efektivitas dan efisiensi.

Pada fase tersebut, telah dilakukan wawancara dengan beberapa
informan terpilih dalam penelitian, maka bentuk pelayanan bagi
pegawai berupa kondisional di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat. Bentuk pelayanan kepegawaian denpan
kondisional adalah salah satu cara dalam pelayanan kepegawaian yang
kami berikan dengan tetap memegang pada prinsip efektif dan efisien.

Adapun tujuan diperlukannya pelayanan bagi pegawai dengan
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menerapkan kondisonal adalah salah satu cara aparatur di Sekretariat
Daerah Kabupaten Mamasa memberikan pelayanan publik yang tidak
keluar dari prinsip efektif dan efesiensi.

Mempertimbangkan situasi dan kondisi dapat saja ditafsirkan
secara luas. Boleh jadi situasi dan kondisi dimaksud terkait dengan para
PNS pemberi layanan, juga dapat terkait dengan situasi dan kondisi
penerima layanan, atau juga terkart dengan situasi dan kondisi tempat
pemberian layanan, serta sarana dan prasarana layanan. Namun hal ini
tidak akan menjadi masalah karena situasi dan kondisi layanan yang
berkepastian memiliki rujukan pada SOP. Karena itu, sifat kondisional
ini lebih tepat jika didudukkan dalam pengertian keadaan yang bersifat
khusus, atau dikecualikan dari keadaan umum sebagaimana yang telah
diatur dalam SOP.

Pelayanan yang mengedepankan sifat kondisional i cukup
menarik ketika para aparatur PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa menghubungkannya dengan upaya menjaga
efektivitas dan efisiensi. Pernyataan yang demikian itu patut diduga
sebagai cara pandang yang melihat sifat kondisional ini dihubungkan
dengan kondisi internal di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa yang memiliki keterbatasan. Hal tersebut boleh jadi terkait
dengan keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur, sarana dan prasarana
yang dimiliki, dan keterbatasan lainnya. Berhadapan dengan fakia yang
demikian itu, maka konsep atau sifat kondisional tersebut kemudian

mereka pandang relevan untuk dikemukakan.
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Selanjutnya dalam pelayanan kepegawaian melalui bentuk
kondisional adalah kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Cara lain
yang dapat dilihat dalam pelayanan publik di kantor adalah model
kondisional dalam pelayanan bagi pegawai mengisyaratkan bahwa
mampu memberikan layanan dengan efektif dan seefesien mungkin
kepada pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

d. Partisipatif

Bentuk lain dalam pelayanan kepegawaian di Sekretriat Daerah
Kabupaten Mamasa adalah mendorong agar dapat menumbuhkan peran
serta atau partisipast dart pegawai atau pihak-pihak terkait
penyelenggaraan pelayanan kepegawaian dengan memperhatikan
kebutuhan, aspirasi dan keinginan dari pegawai dapat terpenuhi,
sehingga pada fase tersebut, telah dilakukan wawancara dengan
beberapa informan terpilih dalam penelitian, maka bentuk pelayanan
kepegawaian di Sekretriat Daerah Kabupaten Mamasa adalah
partisipatif. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa
bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh kantor dalam mendorong
partisipasi aktif dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan bagi
pegawai dengan bentuk pelayanan kepegawaian yang dilakukan di
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa senantiasa sesuai dengan
regulasi dan kebutuhan yang bersifat partisipatif dalam memberikan
pelayanan kepada pegawai, hal ini selaku pelayan publik lakukan untuk

mendorong partisipasi  aktif dart pegawai dalam penyelenggaraan
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pelayanan kepegawaian dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan
keinginan pegawai tersebut dapat terpenuhi.

Pelayanan yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Mamasa juga mengemuka jika menekankan cara-
cara yang partisipatif. Penekanan pada cara yang demikian ini
terungkap melalui tipa hal. Pertama yakni partisipasi menjadi motto
pelayanan Kedua, bahwa konsep partisipasi tersebut juga menjadi
semangat di dalam SOP, dan ketipa bahwa pelaksanaan partisipasi ini
dirasakan masih terbatas.

Menjadikan partisipasi sebagai motto pelayanan dimaksudkan
apar pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan kepada PNS dapat
mengambil peran aktif sesuai denpan tanpggungjawabnya masing-
masing.Ini sejalan pula dengan aspek akuntabilitas yang juga menjadi
perhatian para PNS pemberi layanan. Artinya, bahwa dengan
melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, maka setiap PNS yang
ditugasi memberi pelayanan dapat dipastikan telah ikut berpartisipasi
pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

Partisipasi semua pihak dalam memberikan pelayanan memang
merupakan suatu  kebutuhan internal pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa, seperti halnya pada OPD lainnya yang melibatkan
banyak aparatur, karena bisa dipastikan jika pelayanan yang diberikan
melibatkan beberapa jenis pekerjaan yang saling terkait Hal tersebut
harus diikuti dengan partisipasi masing-masing pihak yang bertanggung

jawab. Jika ini tidak dilakukan, maka sangat berpotcnsi menimbulkan
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distorsi atau gangguan pelaksanaan tugas pelayanan. Dengan kata lain,
melalui partisipasi masing-masing pihak pada pelaksanaan pelayanan
yang diberikan oleh PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa, maka rifme pelaksanaan pekerjaan dapat tercipta sedemikian
rupa.

Karena itu, sangat relevan jika pada hasil wawancara juga
terungkap jika pelaksanaan partisipasi ini dihubungkan oleh PNS di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dengan SOP, Sebab
di dalam SOP biasanya mengatur urut-urutan pekerjaan, penanggung
Jawab pekerjaan, kaitan satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, dan
sebagainya yang jika dikerjakan secara konsisten, maka menciptakan
keserasian pada antar satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya.

Walaupun demikian, patut dicatat jika hasil wawancara
mengedepankan jika pelaksanaan partisipasi dalam pelayanan ini masih
berhadapan dengan keterbatasan Hal tersebut dimungkinkan oleh
berbagai faktor. Diantaranya adalah jumlah dan kualitas PNS pemberi
layanan yang belum memadai, pemahaman terhadap SOP yang masih
terbatas, atau juga bisa disebabkan oleh prilaku aparat yang tidak
mendukung. Terhadap kemungkinan adanya sebab-sebab yang
demikian itu, harus menjadi perhatian pada level pimpinan pada sisi
evaluasi dan pengendalian seperti yang telah dikemukakan di atas.

Demikian pula, pandangan yang hampir sama disampaikan oleh
informan yang menyampaikan bahwa partisipatif dalam membenkan

pelayanan kepada pegawai, hal ini dilakukan untuk mendorong agar
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dapat menumbuhkan peran serta atau partisipasi dari pegawai atau
pihak-pihak terkait pelayanan kepegawaian dengan memperhatikan
masukan, keinginan dan kebutuhan dari para pegawai artinya aktivitas
pelayanan bagi pegawai diharapkan bersifat partisipatif dalam
memberikan pelayanan kepada pegawai. Demikian halnya dalam
mewujudkan pelayanan kepegawaian yang partisipatif, maka para
pelaksana atau petugas di lapangan tentang tugas dan tanggung
Jawabnya. Ini berkaitan dengan lingkup kegiatan yang harus dilakukan
serta terhadap apa yang akan dicapai atau menjadi target atau tujuan
pelakaanaan tugasnya. Dengan prinsip partisipatif ini menjadi sesuatu
yang pasti dan sekaligus sebagai standar operasional prosedur dalam
mewujudkan pelayanan bagi pegawai di Sekretariat Daerah di
Kabupaten Mamasa.
e. Kesamaan Hak

Salah satu bentuk dalam pelayanan kepegawaian di Sekretriat
Daerah Kabupaten Mamasa adalah kesamaan hak dan tidak
disknminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, gender,
golongan dan status ekonomi pegawai, schingga pada fase tersebut,
telah dilakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih dalam
penelitian, maka pelayanan bagi pegawai di daerah berdasarkan
kesamaan hak yang dilakukan pada pelayanan publik di Sekretariat
Dacrah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Pelayanan
kepegawaian yang diberikan berdasarkan kesamaan hak tanpa

diskrimnatif adalah wujud pelayanan yang diberikan dan diterapkan di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43g92.pol

Sekretaniat Daerah Kabupaten Mamasa sehingga siapapun orangnya,
agamanya, sukunya dengan senantiasa kami memberikan pelayanan
yang baik sesuai dengan prinsip kesamaan hak dan regulasi yang
berlaku.

Demikian halnya bahwa setiap orang yang membutuhkan suatu
pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, aparatur sebagai
salah satu pelayan pegawai selalu berpedoman dan perpegangan pada
azas kesamaan hak -dalam pelayanan publik adalah suatu azas yang
mulia, itulah sebabnya sehingga penyelenggara menjalankan tugas dan
tanggungnya selaku pelayanan publik harus mengedepankan kesamaan
hak dalam membenkan pelayanan yang maksimal berdasarkan aturan
dan regulasi yang berlaku selama ini dengan berpedoman pada azas
kekeluargaan untuk pelayanan yang terbaik kepada publik sebagaimana
yang telah dijelaskan sebelumnya.

Cara lainnya yang mengemuka pada hasil wawancara dengan
informan bahwa mereka juga memperhatikan aspek kesamaan hak dari
pthak-pihak yang dilayani. Cara ini tentu juga penting karena akan
berimplikasi pada kepuasan pihak yang dilayani.

Implikasi tersebut dapat mengambil berbagai macam
bentuk.Dalam berbagai pengalaman pemberian pelayanan yang paling
sering ditemui adalah kebiasan antri. Dengan mempraktekkan hal
tersebut, maka pembenan pelayanan dilakukan dengan mengutamakan

mereka yang harus duluan dan pada mereka yang datang belakangan.
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Hal semacam ini dapat menghilangkan praktek pelayanan yang bersifat
pilih kasih.

Tampaknya oleh Pegawai Negeni Sipil pada Sckretariat Dacrah
Kabupaten Mamasa dapat menjaga cara-cara yang menekankan
kesamaan hak ini, karena selain telah tumbuh kesadaran akan
pentingnya cara yang demikian itu, hasil wawancara juga mengungkap
jika tekanan atas pelayanan yang mengedepankan kesamaan hak
tersebut diatur di dalam SOP. Dengan demikian, pelaksanaannya juga
bisa dievaluasi dan dikendalikan pada level pimpinan.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Salah satu bentuk lain dalam pelayanan kepegawaian di
Sekretriat Daerah Kabupaten Mamasa adalah melakukan kegiatan
pelayanan sesuai dengan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah
pihak sehingga pada fase tersebut, telah dilakukan wawancara dengan
beberapa informan terpilih dalam penelitian, bahwa pelayanan bagi
pegawai berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban dilakukan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Sebagaimana hasil wawancara
dengan informan yang menyatakan bahwa dalam usaha membernkan
pelayanan publik di kantor, maka hal yang penting harus kami
perhatikan adalah berempati dengan yang dilayan: artinya karni
berusaha melayani dengan baik, senyum dan bersahaja sehingga
kebutuhan pelayanan dapat sesuai dengan keinginan masyarakat dengan
berpedoman dengan aturan yang berlaku. Dengan berpedoman kepada

standar operasional yang ada, maka yang aparat lakukan adalah dengan
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berusaha memberikan layanan dengan cepat dan tepat, sehingga hak
dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi bila mereka dapat memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itulah bentuk layanan
yang mereka lakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

Salah satu cara untuk mewujudkan pemberi dan penerima
pelayanan kepegawaian adalah pegawai yang bertugas sebagai pelayaan
pada bagian-bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa
harus dapat berempati dengan pegawai sebagai penerima layanan,
kemudian petugas layanan harus memiliki kompetensi dan profesional
dalam melayani pegawai schingga bagi yang menerima layanan merasa
bahwa mereka dapat menerima pelayanan yang baik dan tepat waktu.

Salah satu bentuk dalam pelayanan kepegawaian di Sekretnat
Daerah Kabupaten Mamasa adalah barus memenuhi hak dan kewajiban
baik pemberi maupun yang menerima pelayanan bagi pegawai,
sehingga lebih memperhatikan beberapa cara yang dilakukan pemberi
layanan menurut pengamatan peneliti di lapangan antara lain para
pembert layanan harus ramah, senyum menyapa dengan kata-kata yang
sopan kepada yang dilayani sehingga dalam mewujudkan prosedur
pelayanan yang diberikan jelas dan tidak bertele-tele. Sehubungan
dengan pelaksanaan pelayanan di lapangan maka tak kala pentingnya
pelaksana layanan harus memberikan mampu dan cerdas melihat situasi
dan kondisi yang ada suatu gambaran yang jelas mengenai prosedur
kerja yang baik, mereka merasa perlakukan dan dilayani dengan baik

sehingga yang diutamakan selalu berpedoman pada bentuk pelayanan
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dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai

dengan regulasi yang ada.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN
A, Kesimpulan
Memperhatikan data-data hasil penelitian yang telah dianalisis pada
penjelasan terdahulu serta tujuan dari penelitian yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi PNS sebagaimana yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa menunjukkan bahwa kecakapan dalam layanan pertu dimiliki
oleh Pegawai Negen Sipil kepada penerima layanan relatif berlangsung
baik, kemampuan yang dimiliki sebapai pelayan kepegawaian cukup
memiliki kemampuan melakukan komuntkasi dengan baik kepada
penerima pelayanan berupa isi pesan mengenai kompetensi pegawai
negeni sipil Sekretariat Daerah dan wewenang di mana tugas wewenang
aparatur yang diberikan kepada pegawai sesuai kompetensi PNS, peneliti
dapat beranggapan relatif baik.

2. Sedangkan dalam pelayanan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa menunjukkan bahwa tingkat transparansi cukup memudahkan
untuk dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
tersediannya secara memadai serta adanya kemudahan dipaham: dengan
maksud agar aktivitas pelayanan ini diharapkan dapat terbuka dan
diketahui oleh setiap penerima layanan bagli pengguna layanan dan
penyedia layanan, di sisi lain tingkat akuntabilitas menggambarkan
bahwa prosedur pelayanan kepegawaian yang ditetapkan harus

dilaksanakan sesuai regulast yang ada dan tidak bertentangan dengan
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norma sosial yang berleku di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Mamasa, Sedangkan kondisional digambarkan dalam pelayanan
kepcgawaian yang kami berikan dalam pelayanan bagi pegawai tetap
nampak memegang prinsip efektif dan efisien dalam kapasitas sebagai
penyedia [ayanan terhadap pengguna layanan. Partisipatif sebagai usaha
mendorong partistpasi aktif pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan
kepegawaian denpan memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan keinginan
dari pegawai relatif dapat terpenuhi melalui pelayanan kepegawaian,
kesamaan hak tidak adanya diskriminatif dalam memberikan layanan
pegawai dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, gender,
golongan dan status ekonomi pegawai tersebut berlaku untuk semua
pegawai serta keseimbangan hak dan kewajiban dimana pemerintah
daerah melalui organisasi sekretariat dacrah dalamm memberi pelayanan
kepegawaian tetap berpegang pada dengan melihat adanya kesamaan hak
dan kewajtban masing-masing pihak, secara keseluruhan dari hal tersebut

diatas peneliti menganggap relatif baik.

B. Saran
Kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal
yang terkait dengan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan
Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi
Barat sebapai rekomendasi kepada peneliti yang akan datang dan acuan bagi
pemerintah daerah khususnya pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten

Mamasa, diantaranya :
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1. Perlunya disesnaikan tingkat kompentensi Pegawat Negeri Sipil dengan
melihat dan tingkat kecakapan, kemampuan dan tanggungjawab atas
wewenang yang di miliki pegawai pemerintah khususnya aparatur yang
ada dalam Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

2. Aparatur pemerintah yang ada dalam Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa diperlukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

(Tupoksi) pelayanan kepegawaian,
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A
Bum B | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
= UNIVERSITAS TERBUKA
=) =% PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
2017
PANDUAN WAWANCARA
RISET TESIS

“KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PELAYANAN KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA”

Disusun Oleh :

Yulianus Nanne’
NIM : 500973421

1. A. | Kecakapan :

1. Mohon Bapak/lbu jelaskan bagaimana kecakapan dalam
berkomunikasi terkhusus dalam meningkatkan kompetensi saudara ?

2. Bagaimana bentuk kecakapan yang sering digunakan dalam
mewujudkan kompetensi saudara di kantor ?

B. Kemalinpuan :

1. Apakah Bapak/Ibu sebagai bagian dari kemampuan yang
dimaksimalkan dan dibutuhkan oleh kantor ?

2. Bagaimana wujud kemampuan yang seharusnya dalam
meningkatkan pelayanan pegawai di Kantor ?

C. HWewenang :

I. Menurut Bapak/lbu apakah dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaan termotivasi dari pimpinan yang mempunyai wewenang?

2. Apakah Bapak/Ibu sebagai aparatur mempunyai wewenang dalam
memaksimalkan pekerjaan ?
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2.A. | Transparansi:

1. Menurut bapak/ibu  apakah transparansi dalam pelayanan
kepegawaian sudah bealan sebagaimana mestinya ?

2. Apakah dalam operasionalnya, untuk mengukur tingkat transparansi
itu diwujudkan dalam job dan SOP yang berlaku di kantor Saudara ?

B. | Akuntabilitas

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui proses pelayanan pegawai dalam
bentuk akuntabilitas?

C. | Kondisional :

1. Apakah bapak/ibu memberikan kondisi dan kemampuan pemberi
dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiensi dan efektifitas?

2. Apakah bapak/ibu memiliki cara lain melihat kondisonal dalam
pelayan kepegawaian di kantor ?

D. | Partisipatif :

1. Apakah bapak/ibu dalam mendorong partisipasi aktif dari pegawai
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan pegawai?

2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa setiap partisipasi aktif dari
pegawal akan menguatkan pelayanan kepegawaian yang prima ?

E. | Kesamaan Hak :

1. Apakah bapak/ibu dalam tidak diskriminatf dalam arti tidak
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi
dalam memberikan pelayanan kepada pegawai ?

2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa setiap orang membutuhkan
pelayanan yang sesuai dengan SOP dan tidak membeda-bedakan
dengan yang lain ?

F. | Keseimbangan Hak & Kewajiban

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa dalam pclayanan kepegawaian
pemberi dan penerima pelayanan pegawai harus memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing pihak?

2. Bagaimana bapak/ibu mewujudkan bahwa pemben dan penerima
pelayanan kepegawaian harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak?
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Lampiran 2 Transkrip Wawancara

=‘-" KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
| |
—— UNIVERSITAS TERBUKA
aﬁ PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
2017
TRANSKRIP WAWANCARA
RISET TESIS

“KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL. DALAM
PELAYANAN KEPEGAWAIAN DI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA”

Disusun Oleh :

Yulianus Nanne’
NIM : 500973421

1 Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamasa

A | Kecakapan :

1. Pertanyaan : Mohon Bapak/Ibu jelaskan bagaimana kecakapan dalam
berkomunikasi terkhusus dalam meningkatkan kompetensi Saudara ?

BP : “Kam dalam melaksanakan tugas memberi pelayanan, sangat
memperhatikan kedudukan kami sebapai seorang yang pemberi
layanan kepada masyarakat, maka salah satu hal yang harus dipenuhi
adalah kecakapan berkomunikasi dalam memberikan layanan, selama
ini kami memberikan layanan pepawai sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia
Sekretariat Daerah melalui pendekatan kecakapan, karena melatui
pendekatan kecakapan itu menjadt salah satu syarat bagi kami sebagai
implementor dapat mengetahui tentang apa yang harus dilaksanakan
| dan dikerjakan, schingga tujuan dan sasaran pelayanan publik harus
ditansmisikan kepada masyarakat di daerah.”

MN :  “_untuk menghadapi dan meminimalisir adanya
kesalahpahaman dalam memberkan pelayanan adalah memperbatkt
kecakapan terutama kecakapan dalam berkomunikasi antar pegawai
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, apabila terjadi masalah
seperti itu maka salah satu solusi pemecahannya adalah
mengedepankan kecakapan dalam komunikasi dan mencari akar
1 permasalahannya schingga akan mempermudah dan memperjelas
i pelayanan kearah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.”
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2. Bapaimana bentuk kecakapan yang sering digunakan dalam
mewujudkan kompetensi saudara di kantor ?

HK :*..salah satu cara untuk mengurangi permasalahan dalam
bidang pelayanan, maka diperlukan kecakapan dalam melakukan
komunikasi dan diskusi mengenai tujuan dan sasaran yang ingin
dicapal dalam kompetensi sumber daya manusia di Sekretariat
Dacrah sehingga dengan demikian tujuan dan sasaran menjadi jelas,
dan untuk mengurangi resiko terjadinya resistensi dengan kelompok
sasaran dalam hal ini adalah masyarakat.”

B | Kemampuan :

1. Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu sebapai bagian dari kemampuan
yang dimaksimalkan dan dibutuhkan oleh kantor ?

ML : “Dalam pelayanan kepada PNS di Mamasa, masih kami rasakan
adanya masalah yang belum optimal. Misal keterlambatan dalam
proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ada banyak faktor yang
menjadi penyebabnya, diantaranya adalah ketidakmampuan sehingga
ke depan diusahakan adanya peningkatan sumber daya manusia agar
pekerjaan dalam hal pemberian layanan dapat lebih efektif dan
efisien.”

2. Bagaimana wujud kemampuan yang seharusnya dalam meningkatkan
pelayanan kepegawian di Kantor ?

B : “Tidak dapat dipungkiri jika dalam pelayanan yang dilakukan oleh
rekan-rekan PNS di Sekretariat Daerah masih menyisakan banyak
masalah. Diantara masalah itu adalah kemampuan berupa 1si pesan
dari kompetensi sumber daya yang dimiliki secara khusus sumber
daya manusia di Seckretariat Daerah dalam pelayanan publik masih
terbatas. Karena itu, kami rasakan kurang mampu untuk
mengantisipasi hal tersebut dan harus segera ditindaklanjuti oleh
pimpinan dalam rangka efektifitas pelayanan.”

D : “.untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan efektif, maka
sumber daya manusia menjadi solusi untuk dapat berkompetisi dengan
sesama pelayan publik, selain itu kemampuan finansial juga
menentukkan keberhasilan peningkatan kompetensi pegawai negeri
sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.”

C. | Wewenang

1. Pertanyaan : Menurut Bapak/Ibu apakah dalam melaksanakan tugas
dan pekerjaan termotivasi dari pimpinan yang mempunyalr wewenang?

I

..... . — e -
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LT : “...untuk merealisasikan tugas dan wewenang yang dilimpahkan
oleh atasan yang berkompeten, karena kami merasa bahwa tugas dan
pekerjaan tersebut harus dilakukan dan diwujudkan melalui
pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa sehingga
kami termotivasi untuk melaksanakannya sesuai dengan tugas dan
wewenang yang diberikan, salah satu aspek yang penting berupa
wewenang yang dibenkan kepada PNS yang bertanggung jawab pada
tugas pokok dan fungsi organisasi,”

2. Pertanyaan :@ Apakah Bapak/Ibu sebagai aparatur mempunyai
wewenang dalam memaksimalkan pekerjaan ?

AN : “_posisi sebagai seorang pelayan publik, maka kami sadar
bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan
wewenang yang dibenkan pimpinan harus dijalankan secara
maksimal,wewenang yang diberikan kepada pegawai dharapkan
dapat meningkatkan kompetensi SDM dimana dalam mewujudkan
prosedur birokrasi yang rumit yang pada gilirannya menyebabkan
aktifitas organisasi tidak fleksibel dalam penerapan kompetensi SDM
di Sekretanat Daerah Kabupaten Mamasa.”

L : “Sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan pelayanan secara
efektif dan efisien kepada penerima layanan, maka para pemben
layanan harus mampu mengetahui tugas dan wewenang yang menjadi
pedoman bagi setiap pelaksana dalam melakukannya melalui
kompetensi sumber daya manusia Sekretariat Daerah di Kabupaten
Mamasa berdasarkan atas regulasi dan kebijakan dari pimpinan.”

2 | Bentuk Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kab. Mamasa

A. | Transparansi :

1. Pertanyaan : Menurut bapak/ibu apakah transparansi dalam pelayanan
kepegawaian sudah befalan sebagaimana mestinya ?

LT : “..salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh
kantor kami senantiasa transparan atau ferbuka dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Hal ini kami taukukan untuk meredam
tanggapan bahwa kami tidak mau terbuka dalam hal regulasi
pelayanan di kantor kami.”

AN : “. _keterbukaan adalah prinsip kami dalam memberikan layanan
kepada publik, hal inilah yang mungkin menjadi motivasi kami untuk
senantiasa melakukan keterbukaan dalam memberikan layanan
kepada masyarakat berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku
selama ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.”
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2. Apakah dalam operasionalnya, untuk mengukur tingkat transparansi
itu diwujudkan datam job dan SOP yang berlaku di kantor Saudara ?

L : “Dalam pandangan kami bahwa untuk merealisir pelayanan
kepegawaian yang transparan, maka para pelaksana atau petugas di
lapangan hendaknya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan juga
mempunyai kemampuan untuk mengetahui bagaimana prinsip
keterbukaan ini menjadi sesuatu yang pasti dan seckaligus sebagai
SOP yang menjadi pedoman bagi para implementor dalam bertindak
dan mewujudkan implementasi pelayanan kepegawaian yang prima di
Sekretanat Daerah di Kabupaten Mamasa.”

B. | Akuntabilitas :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui proses pelayanan kepegawaian dalam
bentuk akuntabilitas?

LT : “Dalam pengamatan kami, dan berbagai hal yang menjadi
perhatian pihak Sekretariat Daerah, salah satu formulasi kebijakan
pelayanan kepegawaian yang dibentuk pemerintah daerah selama ini
adalah akuntabilitas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP). Ini ditetapkan sesuai dan regulasi yang berlaku.”

AN : “Perumusan kebijakan akuntabilitas dalam pelayanan kepada
para PNS di Mamasa menjadi patron atan gambaran yang dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan regulasi serta Standar Oprasional
Prosedur (SOP) pelayanan pegawai pemerintah daerah berdasarkan
aturan dan regulasi yang berlaku selama ini sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnnya.”

L : “.sesuai dengan regulasi yang ada bahwa proses pelayanan
publik dengan menerapkan akuntabilitas menjadikan pelayanan di
kantor kami sudah biasa dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan
yang berlaku.”

C. | Kondisional

1. Pertanyaan : Apakah bapak/ibu memberikan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiens: dan efektifitas?

LT : “. bentuk pelayanan publik dengan kondistonal adalah salah satu
cara dalam pelayanan publik yang kami berikan dalam pelayanan
publik dengan tetap memegang pada prinsip efektif dan efisien.”
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AN : “._.tujuan diperiukannya pelayanan publik dengan menerapkan
kondisonal adalah salah satu cara kami memberikan pelayanan publik
yang tidak keluar dari prinsip pelayanan yang sudah berjalan secara
efektif dan efesien.”

2. Pertanyaan : Apakah bapak/ibu memiliki cara lain melihat kondisonal
dalam pelayan kepegawaian di kantor ?

L : “._beberapa tahun terakhir ini, pergeseran layanan pegawai semata-
mata mengandalkan layanan biasa saja, namun model kondisional
dalam pelayanan bagi pegawai mengisyaratkan bahwa kami mampu
memberikan pelayanan dengan efektif dan seefesien mungkin kepada
publik atau masyarakat. Ttulah wujud dari layanan publik yang
sesungguhnya”™

D. | Partisipatif :

1. Pertanyaan : Apakah bapak/ibu dalam mendorong partisipasi aktif
dari masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kepegawaian
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat?

LT : “.model dari layanankepegawaian dilakukan di Sekretariat
Daerah senantiasa sesuai dengan regulasi dan kebutuhan yang bersifat
partisipatif dalam memberikan pelayanan sesuai dengan dorongan
partisipasi aktitk dan masyarakat dalam membantu pemerintah
mewyjudkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan dari masyarakat itu sendiri. Ttulah motto kami dalam
mewujudkan harapan pimpinan dan organisasi.”

2. Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa setiap partisipasi
aktif dan masyarakat akan menguatkan pelayanan bagi pegawai yang
prima ?

AN : “ . tidak dapat dipungkiri bahwa partisipatif dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini kami lakukan untuk
mendorong partisipasi aktif dalam membantu pemerintah mewujudkan
pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan
yang merujuk pada aturan main atau regulasi yang berlaku selama |
ini.”

L : *..kami yakin bahwa dalam mewujudkan pelayanan publik yang
partisipatif, maka para pembern layanan tidak hanya mengetahui apa
yang harus dilakukan, tetapi kami harus mempunyai kompetensi
sumber daya manusia untuk mengetahui bagaimana pnnsip
partisipatif ini menjadi sesuatu yang pasti dan sekaligus sebagai
pedoman hagi kami dalam mewujudkan pelayanan yang diinginkan
masyarakat di Sekretanat daerah kabupaten Mamasa berdasarkan
aturan yang bertaku.”
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E. | Kesamaan Hak :

1. Pertanyaan : Apakah bapak/ibu dalam tidak diskriminatif dalam arti
tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status
ckonomi dalam memberikan pelayanan keegawaian ?

LT : *...pelayanan pegawai yang diberikan berdasarkan kesamaan hak
tanpa diskriminatif adalah wujud pelayanan yang diberikan dan
diterapkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa sehingga
siapapun orangnya, agamanya, sukunya dengan senantiasa kami
memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip kesamaan
hak dan regulasi yang berlaku.”

2. Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa setiap orang
membutuhkan pelayanan yang sesuai dengan SOP dan tidak
membeda-bedakan dengan yang lain ?

AN : “. .azas kesamaan hak dalam pelayanan publik adalah suatu azas
yang mulia, itulah sebabnya sehingga kami mengedepankan kesamaan
hak dalam memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan

prosedur yang berlaku dengan mengedepankan pelayanan dengan rasa
kekeluargaan”

F. | Keseimbangan Hak & Kewajiban

1. Pertanyaan : Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa dalam pelayanan
publik pemberi dan penerima pelayanan kepegawaian harus
memenuht hak dan kewajtban masing-masing pithak?

LB : “...dalam usaha memberikan pelayanan pegawai di kantor, maka
hal yang penting harus kami perhatikan adalah berempati dengan
yang dilayani artinya kami berusaha melayani dengan baik, senyum
dan bersahaja sehingga kebutuban pelayanan dapat sesuai dengan
keinginan masyarakat dengan berpedoman dengan aturan yang
berlaku. Dengan berpedoman kepada standar operasional prosedur,
maka yang kami lakukan dengan berusaha memberikan layanan
dengan cepat dan tepat, sehingga hak dan kewajiban masyarakat |
dapat terpenuhi bila mereka dapat memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Itulah bentuk layanan yang kami lakukan di
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.”

2. Pertanyaan : Bagaimana bapak/ibu mewujudkan bahwa pemberi dan
penerima pelayanan pegawai harus memenuht hak dan kewajiban
masing-masing pihak?

L : *...salab satu cara untuk mewujudkan pemberi dan penerima
pelayanan publik adalah pegawai yang hertugas sebagai pelayan
publik pada bagtan-bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten
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Mamasa harus dapat berempati dengan masyarakat sebagai penerima
layanan, kemudian petugas layanan harus memiliki kompetensi dan
profesional dalam melayani publik sehingga bagi yang menerima
layanan merasa bahwa mercka dapat menerima pelayanan yang baik
dan tepat waktu.”
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